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ABSTRAKS

Skripsi dengan judul Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No:
0829/ Pdt. G/ 2007/ PA. Dmk. Tentang Penetapan Orang Yang meninggal Dunia
Sebagai Ahli Waris“adalah hasil dari penelitian lapangan atheld research
Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan:

1. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara

No: 0829/ Pdt. G/ 2007/ PA. Dmk. Tentang Penetapan Orang Yang meninggal
Dunia Sebagai Ahli Waris;

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama adalah
Skripsi ini hasil dari penelitian lapangan atafield research Demak yang
menetapkan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris.

Metode pengumpulan data yang digunakan skripsi ini adalah dengan cara
wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif
verivikatif dengan pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum majlis Hakim
Pengadilan Agama Demak adalah berdasarkan h}ad{ss{ulh{u sayyidu al-
ah{ka>m (perdamaian adalah pokok dari peraturan hukumpdamuslimu>na ‘ala>
syuru>tinim (kaum muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya), yang
memutuskan bahwa orang yang meninggal dunia ditetapkan sebagai ahli waris karena
adanya bukti surat kesepakatan semua ahli waris tentang pembagian harta warisan
ayahnya secara kekeluargaan di depan kepala desa.

Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt. G/ 2007/PA. Dmk, apabila
ditinjau dari hukum Islam termasuk,dalam kasus muna>sakhah}. Dengan demikian
seharusnya orang yang meninggal dunia bukan lagi menjadi ahli waris akan tetapi
digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris penggaawali)

Adapun saran bagi para penegak hukum (Hakim) antara Rainama untuk
dapat menerapkan hukum dengan baik dan benar, maka seseorang harus berhati-hati
dalam meenentukan hukum yang sesuai dangan hukum yang hidup dalam masyarakat
tersebut.Kedug keadilan sesuatu yang abstrak dan sulit untuk diterapkan, namun
seseorang harus berusaha semaksimal mungkin dalam menegakkan hukum ,karna
dalam sesuatu yang diputuskan akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah
SWT. Ketiga dalam menyelesaikan perkara tentunya tidak boleh bertentangan
denagn ketentuan al-quran dan hadis meskipun dalam pe\rkambangan zaman Islam
dituntut dapat memberikan solusi dalam kehidupan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang M asalah

Manusia diciptakan oleh Allah diatas bumi ini sebagai khalifah yang

dipercaya untuk menjaga seluruh isinya, agar tercipta kehidupan yang aman,

nyaman, tentram dan sejahtera seperti yang didambakan oleh para penghuni bumi

itu sendiri.

Untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, seperti kerusakan

alam dan pertumpahan darah, maka dibuatlah aturan-aturan atau hukum-hukum

yang berbentuk titah atau kehendak Allah tentang perbuatan yang diperbolehkan

dan dilarang untuk dikerjakan, yang mana semua itu demi kebaikan bersama.

Diantara hukum-hukum yang ada tersebut, terdapat beberapa ketentuan,

diantaranya:

1.

2.

Ada yang tidak mengandung sanksi

Ada yang hanya tuntutan untuk patuh

Ada yang mengandung sanksi yang dirasakan didunia

Ada yang mengandung sanksi akan tetapi tidak dirasakan didunia, melainkan

ditimpahkan di akhirat.



Semua manusia di dunia ini mempunyai proses dalam kehidupan yaitu
dari lahir, hidup dan mati. Dari tahap perjalanan hidup manusia tersebut
berpengaruh dan menimbulkan akibat hukum bagi lingkungannya, terutama
dengan orang yang dekat dengannya, baik secara nasab maupun yang lain.

Jika dilihat dari kehidupan manusia dalam hukum Allah, dapat dibagi
menjadi dua kelompok:

1. H}ablun min Allah yaitu hal-hal yang bersifat lahiriyah antara manusia
dengan Allah, antara lain menyangkut tentang ibadah.

2. H}ablu min an-Nas yaitu hubungan antara manusia dengan alam sekitar,
terutama masalah muamalat.

Untuk menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti:
kehinaan, kemiskinan dan kemurkaan Allah, maka kedua hubungan tersebut harus
tetap dijaga dengan sebaik mungkin.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan
orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat
dan masyarakat lingkungannya.

Manusia selama hidup sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh
dan selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik
selaku pribadi, anggota keluarga, warga negara, dan pemeluk agama yang harus

tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari'at dalam seluruh totalitas

! Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islaph. 2-3



kehidupan. Begitu juga, kematian mereka mempunyai pengaruh dan akibat
hukum terhadap orang-orang disekitarnya.

Pada kematian seseorang tersebut menimbulkan kewajiban bagi orang
lain, yaitu terhadap pengurusan jenazah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan
harta peninggalan pewarfs.

Tidak seorangpun mengetahui kapan dia mati, karena waktu kematian
merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah. Kematian tidak dapat dikejar
maupun dihindarkan. Oleh sebab itu setiap orang harus siap jika sewaktu-waktu
maut menjempui.

Namun kematian bukan merupakan akhir dari kehidupan manusia, sebab
manusia dalam hidup mengalami 4 (empat) alam, yaitu alam rahim, alam dunia,
alam kubur dan alam ahirat. Oleh karena itu kelahiran merupakan akhir dari alam
rahim dan awal dari alam dunia. Sedangkan akhir dari alam dunia sekaligus awal
dari alam kubur adalah kematian.

Pada prinsipnya, setelah kematian seseorang tidak berarti semua
kewajiban si mayit beralih kepada pihak lain, akan tetapi dalam permasalahan
harta kekayaan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup, yaitu kepada

nama-nama yang telah ditetapkan sebagai ahli waris atau orang-orang yang

2 Suparman Usman dan Yusuf SomawinB&tgih Mawaris Hukum Kewarisan Islarh. 1
% Otje Salman S. dan Mustofa Haffa&jkum Waris Islamh. 1



memang berhak mendapat harta warisan dari pewaris. Dan proses peralihan harta
kekayaan dari pewaris kepada ahli waris disebut hukum fvaris.

Setiap muslim berkewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan atau
hukum-hukum yang telah termaktub didalam nash-nash yang sharih, selama tidak
ada ketentuan-ketentuan lain yang menyatakan bahwa ketentuan terdahulu sudah
diperbarui dengan hukum yang baru. Dan tidak ada satu ayatpun yang melarang
membagi harta warisan menurut ketentteaa>id}. Bahkan sebaliknya, manusia
dituntut untuk membagi warisan berdasarkan ketentuan yang ada dalam al-Quran,

seperti firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 13-14 dan 29:

2 - EI -
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Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah.
Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan
yang besar”(Qs. An-Nisa’: 13

o 8 8, 88 B s - o 0 -~
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Artinya: “Dan BarangS|apa yang mendurhakai Allah dan Rasul- -Nya dan
melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke
dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang
menghinakan” (Qs. an-Nisa’: 14).

*ibid. h. 13

® Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjut&kykum waris Islamh. 3-4
® Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyah. 118

"ibid, h. 118
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Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamyQs. An-Nisa’: 29¥
Dan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan

Abu Dawud®

(33552l y wdown ol ) L0 S Lo st 6 g U]
Artinya: " Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah
(al-Quran)" (HR. Muslim dan Abu Daud).

Ada yang berpendapat bahwa pembagian harta warisan boleh
dilaksanakan tidak seperti aturan yang terdapat dalam al-Qur'an akan tetapi
mereka menggunakan sistem musyawarah diantara keluarga, dan pendapat
mereka didasarkan pada pemahaman tentang sifat-sifat hukum, diantaranya
adalaf®
1. Hukum yang memaksa (ketentuan hukum yang tidak bisa di kesampingkan).

2. Hukum yang mengatur (ketentuan hukum yang ada bisa dikesampingkan atau
tidak dipedomani jika para pihak berkeinginan lain dalam hal ini yaitu dengan

jalan musyawarah).

%ibid, h. 122
® Muhammad ‘Abdul Aziz al-Khalidiy, Sunan Abu Daud Juz B. 331
19 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjut&kykum waris....h. 4



Namun tidak jarang karena dipicu perebutan harta manusia kehilangan
akal sehatnya sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh
harta tersebut, misalnya dengan berbohong, tamak, kikir, ingkar janji bahkan
tidak segan-segan membunuh saudaranya sendiri. Padahal sebetulnya harta
hanyalah barang titipan dari Allah yang kelak akan di minta pertanggung-
jawabkan dihari akhir,dan semakin banyak harta yang dimiliki, maka semakin
besar pula tanggung jawabnya.

Selain harta, ada satu lagi titipan Allah yang jauh lebih berarti dan besar
tanggung jawabnya yaitu anak, dan wajib bagi semua orang tua untuk menjadikan
anak-anaknya menjadi anak yang salih, sehingga ketika dewasa dapat berguna
bagi keluarga dan masyarakat terutama pada agama, nusa dan bangsa.

Salah satu cara untuk mengetahui bahwa anak tersebut shaleh setelah
orang tuanya meninggal dunia, yakni dengan melihat seberapa adilkah mereka
dalam membagi harta warisdrkarena dalam salah satu hadits Rasulullah yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah bersabda:

e ’ﬁ-//./ﬂoo////a// o//&, ﬁ/ M /onsii - o o - oV or o -

L“}a;w(rlxj\JGM}W&\JM&\J},\AJO‘,uﬂw‘djj.&.}u}d»‘wu;
W25 am b 5,5t a5 ) SO Kl b 54 S (S

Artinya: “ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah

tambahan: (Adapun ilmu yang tiga itu adalah) ayat yang jelas, sunnah
yang datang dari Nabi, dan faridhah yang ad{H.R. Abu Dawud).

11 Otje Salman daan Mustofa Haffatykum Waris Islamh. 3
2 Muhammad AbduRziz al-Khalidi, Sunan...h. 328



Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku pada saat sekarang ini selain
hukum perkawinan, maka hukum warislah yang mencerminkan sistem
kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat.

Di sini dapat dilihat bahwa pentingnya hukum waris dalam kehidupan
manusia, yaitu ketika manusia tersebut mengalami peristiwa yang lazim terjadi
yakni meninggal dunia, maka sejak itulah seluruh harta benda miliknya beralih
kepada ahli warisnya seperti pepatah perditeimort seisit le vit” artinya yang
meninggal dunia berpegang kepada yang hidup, maksudnya disini jika ada
manusia yang meninggal dunia maka semua harta benda yang dimilikinya dengan
sendirinya berpindah kepada ahli warisfiebagaimana firman Allah:

B e 0503905 ) 855 e Ll o 55390 03] 55 U Ll JG U
o o 5751
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa
dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapk&@s. An-Nisa’: 7)*°

Dan hal ini juga disinggung dalam sebuah hadits :

13 M Idris Ramulyg Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan
Menurut Hukum Perdata (BW), h. 2

14 Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab  Undang-
undang Hukum Perdata, h. 35

15 Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyah. 116
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Artinya: "Dari lbnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah saw, bersabda:
bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya
adalah untuk ahli waris yang dekat" (HR.Bukhafi).

Harapan bersifat adil adalah untuk menyalurkan keinginan dengan bijak
dan harus selaras menurut keperluan. Dan manusia pada dasarnya juga ingin
berlaku adil, akan tetapi pandangan adil dimata setiap orang berbeda.

Berdasarkan pemaparan diatas pembagian harta peninggalan merupakan
hal penting dalam mewujudkan keutuhan hubungan rumah tangga dan saudara
dekat. Dalam hal ini berkaitan dengan perkara waris Nomor: 0829/ Pdt.G/ 2007/
PA. Dmk yaitu tentang penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris.
Yang mana Hakim Pengadilan Agama Demak menggunakan dasar perjanjian
dalam keluarga para penggugat, tergugat dan turut tergugat, dan seharusnya
orang yang telah meninggal dunia tersebut tidak sebagai ahli waris, akan tetapi
digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti. Hal ini bersinggungan
dengan salah satu ketentuan dalam waris yaitu penyelesaian kasus waris dengan

jalanmuna>sakhatatau dalam bahasa Belanda disebut deRimetvervulling

B. Rumusan Masalah

16 Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma>il al-Bukha>riyiatan Bukhari Juz 43.165



Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti dapat memaparkan rumusan
masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara
No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA Dmk. Tentang penetapan orang yang meninggal
dunia sebagai ahli waris?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Demak

yang menetapkan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris?

C. Kagjian Pustaka
Permasalahan waris sebenarnya sudah pernah dikaji oleh para penulis,
diantaranya oleh:

1. M. Ali Muksin yang berjudul Analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim
Nor: 058/ Pdt.G/ 2004/ PA Slw. Tentang sengketa waris tanah (Studi kasus di
PA Slawi)”, skripsi ini membahas bagaimana dasar hukum Hakim dalam
menolak gugatan para penggugat dalam sengketa waris tanah, yang pada
pokok permasalahnya bahwa almarhumah Ruqgoyah telah meninggalkan
rumah dan tanah yang belum dibagi dengan adil, yang harta warisan tersebut
dijual belikan oleh cucunya, akan tetapi penggugat selaku anak pewaris tidak
pernah menjual belikan harta warisan tersebut.

2. Ahmad Afandi yang berjudul Analisis hukum Islam tentang keputusan
Pengadilan Agama Pasuruan No: 534/ Pdt.G/ 1995/ PA Pas. Tentang

pembagian harta warisargkripsi ini menguraikan tentang:
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a. Ahli waris dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, penggugat
yang mana status kekerabatan adalah anak dari saudara-saudaranya selaku
peninggal warisan yang selanjutnya disebut ahli waris pengganti.

b. Harta warisannya adalah barang sengketa 1dan 2 dikurangi jumlah hibah
yang diberikan oleh ia yang telah ditentukan lebih dahulu
penyelesaiannya, yakni 1/3 harta peninggalan.

c. Jumlah perolehan bagian untuk ahli waris, adalah sebesar jumlah bagian
dari orang tua mereka seandainya masih hidup, kemudian dibagi untuk
masing-masing individu setiap orang tua mereka dengan perician 2:1 bagi
yang laki-laki dan perempuan.

3. Maulana Asruroh Binawati, dengan judskripsi “Studi komparasi tentang

ahli waris pengganti antara hukum Islam dan hukum pefdaizalam

skripsinya menjelaskan perbedaaan pandangan tentang ahli waris pengganti

menurut kacamata hukum Islam dan hukum perdata BW.

Sedangkan skripsi yang akan dibahas berju8uldi analisis putusan
Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt. G/ 2007/ PA Dmk. Tentang penetapan
orang yang meninggal dunia sebagai ahli was&ripsi ini membahas tentang
persengketaan harta warisan berupa 2 (dua) petak tanah yang hanya diatas
namakan satu ahli waris saja yaitu saudara laki-laki tertua, selanjutnya disebut
tergugat I, kemudian ahli waris yang lain tidak terima atas kenyataan ini, dan
melayangkan gugugatan ke Pengadilan Agama Demak, mereka meminta agar

pengadilan tersebut menetapkan tanah 2 (dua) petak tersebut dibagi sebagaimana
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kasepakatan yang telah dibuat dan ditandatangi pada tahun 1997 oleh semua ahli
waris didepan kepala desa kecuali yang telah meninggal dunia, yaitu 2 (dua) petak
tanah tersebut dibagi kepada 7 ahli waris. Yang mana tahun 2007 keluar sertifikat
bahwa 2 (dua) petak tanah (harta warisan) tersebut diatas namakan hanya dimiliki

oleh tergugat I.

. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka peneliti
mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Demak dalam
memutus perkara No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA Dmk. Tentang penetapan orang
yang meninggal dunia sebagai ahli waris.

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan
Pengadilan Agama Demak yang menetapkan orang yang meninggal dunia

sebagai ahli waris.
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E. Kegunaan Hasil Pendlitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaaat dalam segi:
1. Teoritis
Hasil penelitian diharapkan berguna bagi perkembangan kerangka
berfikir para ilmuwan dalam disiplin ilmu pengetahuan agar bisa lebih maju
lagi.
2. Praktis
Diharapkan dapat menjadi acuan atau pertimbangan bagi penerapan
ilmu di lingkungan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah

waris baik secara umum atau serupa dengan penelitian ini.

F. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalah pahaman dan lebih mudah dipahami, maka
penulis memberikan definisi operasional, diantaranya:

1. Analisis, adalah menguraikan dan menyelidiki suatu peristiwa untuk
mengetahui apa sebabnya, bagaimana duduk perkaranya dan lain-lain. Dalam
hal ini penulis menganalisa dengan menggunakan hukum Islam.

2. Putusan pengadilan, adalah suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat negara
yang diberi wewenang untuk itu yang ducapkan serta ditulis dipersidangan
dan bertujuan untuk mengakhiri sengketa antar pihak/ pernyataan yang

dibacakan didepan persidangan sebenarnya merupakan kesimpulan dari
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peninjauan dan pertimbangan yang teliti serta seksama atas semua kenyataan
di dalam proses memeriksa dan mengadili.
3. Ahli waris, adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari

pewaris, karena mereka mempunyai ikatan nasab, pernikahan atau yahg lain.

G. Metode Penelitian
1. Data Yang Dikumpulkan
Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data
dilakukan untuk menjawabnya, dalam penelitian ini data-data tersebut antara
lain:

a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Demak
dalam memutus perkara No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA Dmk. tentang
penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris.

b. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap putusan
Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA Dmk. tentang

penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris.

" Suparman Usman dan Yusuf SomawinBtaih Mawaris...... h. 23
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2. Sumber Primer
lalah data bersifat utama dan penting, sehingga dimungkinkan
memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya
berasal dari:
a. Hakim dan panitera yang penangani perkara waris.
b. Ketua pengadilan, majlis Hakim dan panitera di Pengadilan Agama
Demak
c. Salinan putusan Hakim atau berkas perkara waris tentang penetapan orang
yang meninggal dunia menjadi ahi waris.
3. Sumber Sekunder
lalah data yang bersifat menunjang, Membantu serta melengkapi
sumber data primer yang berupa literatur yang terkait dengan kasus ini,
diantaranya yaitu:
a. Figih Mawaris, Suparman Usman dan Yusuf Somawinata
b. Hukum Waris Islam, Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak
c. Pembagian Waris Menurut Islam, Muhammad Ali As- Shabuni
d. llmu Waris, Fatchur Rahman
e. Hukum Kewarisan Islam, Amir Syarifuddin
f. Figih Mawaris, Dian Khairul Umam
g. Hukum Waris Islam, Otje Salman S. dan Mustofa Haffas
h. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sajuti Thalib

i. Hukum Waris, Effendi Perangin
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j. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan
Hukum Perdata(BW M Idris Ramulyo
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Interview
Penulis mengadakan wawancara dan tanya jawab secara langsung
dengan Hakim dan panitera di Pengadilan Agama Demak yang menangani
kasus ini untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam
mengumpulkan data terkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Demak
tentang penetapan orang yang meninggal sebagai ahli waris.
b. Studi Dokumen
Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan
atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis
dapat memahami, mencermati dan menganalisis berdasarkan data yang
diperoleh tersebut.
5. Teknik Analisa Data
Sesuai dengan arah studi yang telah dipilih oleh penulis, tehnik
analisis data yang digunakan berupa metode deskriptif analisis yaitu
mendeskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek
masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang kongkrit dan
jelas. Sedangkan pola pikir yang dipakai disini adalah pola pikir induktif yang
berangkat dari faktor yang khusus, yaitu putusan Pengadilan Agama Demak

tentang penetapan orang yang meninggal dunia sebagai ahli waris, kemudian
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ditarik kedalam hal yang sifatnya lebih umum, apakah penetapan tersebut

sudah berdasarkan teori-teori waris yang telah ada.

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih memudahkan para pembaca dalam memahami apa yang
sesungguhnya tersirat yaitu pada skripsi ini, maka penulis membuat sistematika
pembahasan, diantaranya adalah:

BAB | Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian,
definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini memuat tinjauan umum mengenai landasan teori yang
dipakai sebagai salah satu referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang
ada pada skripsi ini.

BAB III, bab ini berisi tentang data-data yang diperoleh dari penelitian
pada putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA Dmk. Yang
meliputi duduk perkara, dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim
di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara sengketa waris kali ini dan
amar putusannya.

BAB 1V, bab ini menguraikan tentang analisis hukum Islam terhadap
putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA Dmk.

BAB V Penutup,adalah bab penutup yang menguraikan kesimpulan

sebagai jawaban dari pokok permasalahan beserta saran-saran.



BAB 11
TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian dan Dasar Hukum
1. Pengertian
Waris berasal dari bahasa arabMi>ras| yang merupakan bentuk
masdardari katawara<s|a-yari>s|u- irs|a>n-mi>ra>s|an Artinya menurut
bahasa yaitu berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari
suatu kaum kepada kaum yang lain. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu
disini, yaitu baik yang berhubungan dengan harta atau non harta.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Naml ayat 16 yang artinya:
s 0f e IS S Ugly ol Gl L T 60, 3,05 ol &)

Artinya: "Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hali
manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan
Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar
suatu kurnia yang nyata{QS. An-Naml: 16}.

Dan hadits Nabi Muhammad saw:
((5)\.4. O‘j))gL;d‘Y\ 3\:‘)/} ;L;.l:d\

Artinya: “ Para Ulama’ itu adalah pewaris para Nabi”.(HR. Bukhdfi)

! Departemen Agam&ur'an dan Terjemahnyh, 595
2 Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma>'i>l al-Bukha>riyMlatan Bukha>riy...h. 23

18
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Sedangkan menurut istilahal-Mi>ra>s| mempunyai makna
berpindahnya hak kepemilikan dari pewaris (orang yang meninggal) kepada
ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta (uang), tanah atau apapun
yang berupa hak milik legal secara huktim.

Menurut M. Idris Ramulya yang dimaksud dengan hukum kewarisan
lalah:

“Himpunan-himpunan hukum yang mengatur tentang tentang siapa ahli waris yang
berhak mewarisi harta peninggalan dari si mayyit, bagaimana kedudukan ahli waris,
berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna”.

2. Dasar Hukum
Dasar dan sumber utama yang dipakai dalam hukum waris Islam adalah

nash al-Qur'an dan sunnah Rasul yang mengatur kewarisan, diantaranya:

a. Dalam Al-Qur’an yaitu: surah An- Nisa>: 8, 11, 12, dan 176:

i 23 U e h Ly e G A e

UJJ""

Artinya: “ Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim
dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu
(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang
baik (QS. An-Nisa>": 8)

d\fdu;w;ﬂlﬁmw»\jdﬁmﬁ)}w\L@;M}UMKQJJ;

oz -
. o - 5 53 Il

JqﬁbmMwofJaugduguudbqﬁaﬁ3u)aggp

-

o6 Wy 4

3 Ali Ash-ShabuniPembagian waris menurut Islarh. 33
* Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyzh. 116
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Artinya: Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)
anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan
bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika
orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi
oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)
manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana
(QS. An-Nis>a”: 11)

Gor 350 256 35, 24 uKuuM};@Juﬁvﬁu\ <;g;m,uvwr§5;
: 10, rgugwjd‘rf}fﬁfgﬂ‘u@)w;‘@uwﬁwjmwuff
)ulfu\)daj\@qyfw):wwr{;wud\;@b vﬁd\f
,-fuftfu\;;ﬁi:m »Uiﬁuwf}f Ti)}siﬁ\}mufc);;

ooz

e\

= (;0 i\
»\“c\\

o
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AU\JW)JL:,QZ}&JJJ\L@ij;w;muﬁuﬂ‘@g\_{ﬂ;_@djb
(’3’51;;4;115\3

Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai
anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah

5 lbid, h. 116
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dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu
mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan
dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari
kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-
saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat
olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi
mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian
itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah
Maha mengetahui lagi Maha PenyantufQS. An-Nis>a’: 12§

Uilas Gl Ll 45 00 40 Gl b o) dUS) oS A s el e

Jhity o 3 LM 9&&5\ WAt L E{ty oxfé e ;j oL G4 By i G
¥ 2 @ 2 o;sﬂ/a o W/ogo!/ 20 /.ﬂ./ﬁ// 4/ 4/°

siss U allly 1olaf oF (ST all Ll U e e ST oL UL 85

i

-

Artinya:* Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
(yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai
anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai
anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara
laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.
Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak

8 bid, h. 117
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sesat. dan Allah Maha mengetahui segala seS@8. An-
Nis>a’: 176Y

b. Hadis Rasulullah,

oA g e o A oy Pes L T2 I PP S
\M\&jwm\wwjy) JB 1B Lge JW A o) ple ol oo
(sbe G oly)) 55 Jo) (JoY s (& L bl a0 G
Artinya:” Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata: Rasulullah saw, bersabda:
bagikanlah warisan-warisan itu kepada yang berhak. Adapun

sisanya adalah untuk ahli waris yang dekgH.R. Muttafaq
Ala>ih) 2

- 2 }aja/o o 7 /:/54// ol A,, ﬂ/ ¢ ¢ P ’\, o, s - o -

o PPN J.@.:M\\.:i/ Js .y ia,"l.c & Lo 6:‘5‘ oF s &) =) /JJ/L>- NG
(J)\bjj o\}))

Artinya "Dari Jabir r.a, dari Nabi saw bersabda bahwa telah

dimudahkan bagi seorang anak yang mau dilahirkan, baginya
warisan.(HR. Abu Dawud])

(:)‘5}3(} P'L”Q 019y) 4 ]ty ‘Si; uﬁ‘}ﬁ‘ J-“f i /JU/.W o

Artinya:"Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut kitabullah

(al-Qur'an)". (HR. Muslim dan Abu Daud

"1bid, h. 153

8 Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismail al-Bukha>rijviatan Bukha>riy...h.165
® Muhammad ‘AbdulAzi>z al-Kha>lidiy, Sunan Abu> Da>ud..h. 336

ipid, h. 331
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B. Syarat-syarat Pembagian Harta Warisan
1. Rukun Waris
Rukun waris ada tigd}yaitu:

a. Pewaris fhuwarris\), adalah orang yang meninggal dunia, baik mati haqiqi
maupun menurut putusan pengadilan (hukmi).

b. Ahli waris (waris\), adalah mereka yang berhak untuk menguasai dan
mendapatkan harta peninggalan pewaris karena mereka mempunyai ikatan
nasab, pernikahan atau sebab pewarisan yang lain.

c. Harta waris firkah), adalah segala sesuatu peninggalan pewaris, baik
berupa uang, tanah, dan sebagainya. Setelah dikurangi biaya-biaya
perawatan jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat pewaris.

2. Syarat Waris
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
kewarisan, diantaranya adafh:

a. Meninggalnya pewarisxfuwarrid), menurut jumhur Ulama’ ada 3 macam
kematian:

1) Mati h}aqi>qgi (sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula
nyawa tersebut ada padanya, yang terpenting kematian ini kematian

dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan.

1 quparmanUsman dan Yusuf Somawinafdgih Mawaris....h. 39
12 FatchurRahman limu.... h. 79
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2) Mati hjukmi>, ialah kematian seseorang disebabkan adanya vonnis
(putusan) Hakim, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup,
atau dalam dua kemungkinan yaitu antara kemungkinan hidup dan
kemungkinan sudah meninggal, akan tetapi harus berdasarkan bukti-
bukti yang menguatkan dan meyakinkan.

3) Mati taqdi>ry (menurut dugaan), ialah suatu kematian yang bukan
haqigi dan bukan hukmi, tetapi semata-mata didasarkan pada dugaan
yang kuat bahwa orang tersebut sudah meninggal.

b. Hidupnya (ahli waris)

Yang dimaksud dengan hidupnya ahli waris disini adalah para ahli
waris benar-benar hidup pada saat kematian muwaris, baik dinyatakan
mati secara haqigi, mati hukmi, maupun mati taqdiry, maka kelayakan
seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan
menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia,
dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah
meninggal dunia terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama.

c. Tidak ada penghalang-penghalang untuk mewarisii(mempusakai).

Disini ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang

sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan Si

pewaris*?

13 Fathur Rahmari|mu....h. 79
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Syarat yang ketiga ini ada yang berpendapat bukan termasuk syarat
dalam kewarisan akan tetapi pengetahuan tentang ahli waris dan bagian-
bagiannya yang seharusnya.

Bahkan ada yang memiliki alasan yang lebih rasional lagi tentang
syarat yang ketiga, yaitu harus adanya tirkatayrus), sebab adanya
muwarris danmaurus\merupakan syarat mutlakgnditio sine quo non)
timbulnya masalah kewarisan.

3. Sebab dan Penghalang Kewarisan
a. Sebab kewarisan

Pewarisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari pewaris
kepada ahli waris dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan
tersebut. Apabila orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ahli
waris, maka harta peninggalannya diserahkan kepada baitul mal yang
digunakan umat Islam sebagai perbendaraan umum.

Pewarisan dapat terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat,
diantaranya, yaitt®
1) Perkawinan
Perkawinan yang sah menurut syari'at merupakan suatu ikatan
untuk mempertemukan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita

dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Masing-masing menjadi

14 Ali Ash-ShabuniPembagian Waris..., h. 79
5 M Idris Ramulyo Perbandingan...h.106
16 Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutakykum waris....h. 55
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kawan hidup bagi yang lain dan saling membantu menanggung beban
hidup yang mereka hadapi. Jadi sudah sewajarnya Apabila salah satu
diantara mereka meninggal dunia, maka bagi pihak yang masih hidup
berhak mendapatkan bagian harta peninggalan. Oleh karena itu suami
atau istri tidak dapat terhijab oleh ahli waris yang lain.

2) Kekerabatan

Yang dimaksud dengan kekerabatan disini ialah antara pewaris
dengan ahli waris ada hubungan nasab atau hubungan darah. Disini
kerabat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

a) Furu’, yaitu dari garis keturunan kebawah (anak, cucu).
b) Us}ul, yaitu dari garis keturunan keatas (ibu, bapak, nenek, kakek).
c) H}awa>syi, yaitu dari garis keturunan menyamping (saudara,
kemenakan, paman, bi).
3) Wala’

Seseorang dapat memperoleh harta warisan dari pewaris salah
satunya dikarenakan telah memerdekakan si mayyit dari perbudakan.
Karena orang yang telah membebaskan budak berarti dia telah
mengembalikan hak-hak yang dimiliki budak tersebut, diantaranya
yaitu hak untuk bebas dan menjadi manusia sesungguhnya tanpa
adanya ikatan yang membelenggu (perbudakan).

4) Seagama (sesama muslim)

17 Fathur Rahmarijmu....., h. 116
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Apabila seorang muslim meninggal dunia, akan tetapi ia tidak
mempunyai ahli waris sama sekali, maka harta warisannya akan
diberikan kepada baitul mal sebagai perbendaraan umum dan akan
dipergunakan bagi kepentingan masyarakat Islam.

b. Penghalang kewarisan

Yang dimaksud dengan penghalang kewarisan adalah tindakan
atau hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan harta
warisan. Jadi walaupun terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dan
ahli waris, bukan berarti tidak menutup kemungkinan seorang ahli waris
tidak mendapatkan bagian waris&h.

Ada macam-macam sebab yang bisa menghalangi seseorang
mendapat bagian warisan, antara [gin:
1) Pembunuhan

Sudah menjadi kesepakatan para ulama’ bahwa ahli waris yang
telah membunuh pewarits tidak berhak mendapatkan harta watisan,

hal ini berdasarkan atas firman Allah dan Hadits Rasulullah saw:

o - o >
2

IS rsu@m @x;@;ﬁf;\ié@;ﬂssg}

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia
lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. dan Allah

18 Syuparman Usman dan Yusuf SomawinBtaih Mawaris....h. 33
9 Fathur Rahmarijmu....., h. 83
20 Ibid, h. 85
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hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu
sembunyikah(QS. Al-Bagara>h: 72}

£ s

s 0 G B0 0 SR yn DT LR K Y s 08 L
20T 3y sl
Artinya: “Barangsiapa yang membunuh maka dia tidak akan
mewarisi harta orang yang dibunuh meskipun dia (orang
yang dibunuh) tidak mempunyai seorang pewaris selain
orang yang membunuh. Meskipun dia mempunyai orang
tua atau anak maka tidak ada sedikitpun harta warisan
bagi pembunuh(H.R. Ahma>d).

Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi seorang
pembunuhan tidak dapat mewarisi harta yang dibunuhnya,
diantarany&?

a) Tindakan pembunuhan dapat memutus tali silaturrahmi antar
anggota keluarga, oleh sebab itu maka musababnya juga terputus.

b) Untuk mencegah seorang ahli waris mempercepat pembagian harta
warisan.

c) Tindakan pembunuhan merupakan tindakan keji dan termasuk
tindak pidana kejahatan, sedangkan hak kewarisan merupakan

sebuah nikmat, dan suatu tindakan kejahatan tidak boleh menjadi

jembatan untuk mendapatkan suatu kenikmatan.

21 Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyza. 21
22 |mam Ahmad Bin HanbaMusnad Ahmagd-1, h. 204
2 Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjutakjkum waris....h. 58
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Di sini ada beberapa pendapat tentang pembunuhan yang bisa
menghalangi kewarisaf:

a) Menurut imam Syafi'i, bahwa segala bentuk pembunuhan
termasuk salah satu sebab dari seseorang mendapatkan bagian
harta warisan pewaris

b) Menurut imam Malik dan ulama’ Syi'ah hanya pembunuhan yang
disengaja yang dapat menghalangi kewarisan

c) Menurut imam Hambali, hanya pembunuhan yang tidak dengan
hak, sedangkan pembunuhan yang dengan hak tidak maenjadi
penghalang mendapat bagian warisan, akan tetapi menurut
kelompok khawarij, baik pembunuhan tersebut dengan hak
maupun tidak dengan hak.

d) Menurut imam Hanafi, pembunuhan yang menghalangi kewarisan
yaitu pembunuhan yang berakibat seorang pembunuh tersebut
mendapat sanksjis}a>s}.

2) Berlainan agama
Berlainan agama yang dimaksud disini adalah agama antara
pewaris dan ahli waris yang dapat mencegah adanya
kewarisarf"Seperti dijelaskan dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat

(5) dan hadis :

%4 |bid, h. 57
2 Fathur Rahman|mu...., h. 95
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Artinya: Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal
bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan
dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar
mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman
(Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang
merugi.(QS. Al-Maidah: 5Y°

(ke iz ol ) L) 3800V A0l &y
Artinya: “Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan
orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam
(H.R. Bukhari Muslimy"’
Jadi disini cukup jelas bahwa antara orang Islam dan orang
kafir tidak boleh saling mewarisi baik kafir asli maupun karena keluar

dari Islam (murtad$®

3) Perbudakan

%6 Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahnya, h.158
27 Abi ‘Abdillah Muhammad bin ‘Isma>'i>| al-Bukha>riyMatan Bukha>riy...h.170
2 |ma>m Abi Ishaq Ibra>hi>m bin Alidl-Muhaz\z\dab Fi Figh Al-lmam Al-Syafih. 24
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Seorang budak tidak berhak untuk mewarisi sekalipun dari
milik tuannya®®Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat
75:

Vs By, G, L e B e U s 0a i s D U
0 i U AT B 020 o iy e i 58
Artinya:“ Allah  membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap
sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari
Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara
sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu

sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan
mereka tiada mengetahui(QS. An-Nahl: 75)°

4) Berlainan Negara
Yang dimaksud dengan berlainan negara yang dapat
menghalangi kewarisan yaitu berlainan negara antar orang-orang non
muslim, sedangkan berlainan negara antar orang-orang Islam tidak

menjadi penghalang saling mewariskan.

C. Harta Peninggalan Pewaris (al- Tirkah)
Sebab-sebab pewarisan ada tiga macam yaitu: adanya pewaris, ahli waris

dan yang tidak kalah penting adalah harta peninggalan. Adapun yang dimaksud

29 Fathur Rahmar)mu...., h. 84
%0 Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyzh. 413
31 Fathur Rahmar|mu...., h. 105
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dengan harta peninggalan atau dalam bahasa arab disebut tdgmganalah
semuanya yang ditinggalkan oleh si mayit atau segala sesuatu yang dimiliki oleh
seseorang ketika ajal menjemputri¥a.

Akan tetapi dalam Buku Il tentang hukum kewarisan pada Bab | tentang
ketentuan umum poin d dan e menjelaskan, bahwa: (d) harta peninggalan adalah
harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi
miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan poin (e) harta warisan adalah harta
bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jetaglaizz)(
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerdbat.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta warisan yakni harta peninggalan
dikurangi dengan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan tersebut,
antara lairt*

1. Zakat harta peninggalan
Zakat atas harta peninggalan adalah zakat harta yang seharusnya
dibayarkan oleh pewaris namun belum sampai terealisasi, pewaris telah
dipanggil oleh Allah.walaupun telah meninggal akan tetapi kewajiban tersebut
harus tetap ditunaikan.

2. Biaya pengurusan jenazah

32 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutdkukum waris.... h. 50
33 Kompilasi Hukum Islam, h. 56
34 Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjut&kukum waris.... h. 51
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Biaya pengurusan jenazah ini meliputi semua biaya yang menyangkut
si mayyit, seperti: kain kafan, biaya penguburan, selamatan dll.
Pembayaran hutang-hutang si mayat

Pembayaran hutang-hutang si mayat dimaksudkan agar dalam
melewati perjalanan ke alam barzah tidak dibebani dengan hutang-hutangnya
selama di dunia, seperti hadits Rasul yang artinjiazd orang mukmin
disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilungbi’R.

Ahmad).

Pelaksanaan wasiat pewaris

Wasiat artinya pemberian hak kepada seseorang yang
pemberlakuannya setelah meninggalnya si pewaris baik berupa benda ataupun
manfaatny&>

Dalam pemberian wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan,

sebagaimana hadis Rasul riwayat imam Bukhari, yaitu

o e g ok e Lo 00 s U6 W e i e
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% M Idris Ramulyo Perbandingan....h.131
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Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Amir Bin Sa’ad dari ayahnya, beliau
berkata: Nabi menjenguk saya yang sedang sakit keras, lalu aku berkata telah
datang kepadaku dan aku mempunyai harta melimpah dan hanya anak
perempuan satu yang menjadi ahli warisnya, apakah saya sedekahkan
duapertga hartaku, Nabi menjawab: Jangan, saya berkata sepertiga, jangan
sepertiga banyak (kamu berwasiat sepertiga) dan seperti itu banyak.
Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan

berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin,
mengemis kepada orang lain”.

D. Ahli Warisdan Bagiannya
1. Kelompok Ahli Waris
Di atas telah dijelaskan bahwa sebab-sebab adanya kewarisan, yaitu

karena perkawinan, hubungan nasab data’. Oleh sebab itu ahli waris
dapat digolongkan menjadi sembilan kelompok, ydkni:
a. Janda/duda
b. Leluhur perempuan
c. Leluhur laki-laki

d. Keturunan perempuan

% |mam Bukha>riyMatn Al-Bukha>riy h. 120.
37 Suparman Usman dan Yusuf SomawinBtgih Mawaris...,h. 79
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e. Keturunan laki-laki
f. Saudara seibu
g. Saudara sekandung/sebapak
h. Kerabat lainnya
i. Wala’
. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Berdasarkan besarnya bagian yang akn diterima oleh ahli waris, maka
ahli waris tersebut dibagi menjadi tiga golongan, diantaranya:
a. As}ha>b al-furu>d}

Yang dinamakanastha>b al-furu>d} ialah para ahli waris yang
bagiannya sudah ditentukan dalam al-Quran. Disadari atau tidak, pada
kenyataanya harta peninggalan pewaris sering memicu adanya sengketa dalam
keluarga karena mereka merasa berhak mendapat bagian warisan yang lebih
banyak dari ahli waris yang lain. Oleh sebab itu setiap ahli waris sudah
ditetapkan bagian-bagiannya dalam al-Qufabiantara bagian-bagian yang
telah ditentukan tersebut, antara lain:

1) Y2 Suami (tidak bersamf@ar'u waris|), anak perempuan (tidak bersama
denganmu’as}s}libnyg, cucu perempuan pancar laki-laki (tidak bersama
dengan anak perempuan atau orang laki-laki atadas}s}libnyg,

saudara perempuan sekandung (tidak bersamas}s}ibnyg, dan

38 Abdul Muchid MuzadiFigih Perempuan Praktjsh. 101



2)

3)

4)

5)

6)

36

saudara perempuan sebapak (tidak bersama dengan anak perempuan
kandung atau cucu perempuan dari pancar laki-laki atau saudari kandung).
Y, Suami (bersama dengéer’'u waris|), dan istri atau para istri (tidak
bersama dengdar’u waris|).

1/8 Istri atau para istri (bersarfa’u warig|||).

1/3 Ibu (tidak bersama dengdar'u waris| secara mutlak atau dua
saudara/i secara mutlak), dan dua orang saudara baik laki-laki maupun
perempuan seibu atau lebih (tidak berséana waris| secara mutlak atau

aslu al waris|laki-laki).

2/3 Dua orang anak perempuan atau lebih (tidak bersautes}s}ibnya,

dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih (tidak bersama
dengan anak perempuan kandung atatas}s}ibnyg, dua orang saudara
perempuan sekandung atau lebih (tidak bersamnas}s}ibnyg, dan dua

orang saudara perempuan sebapak atau lebih (tidak bersama dengan anak
perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari
kandung).

1/6 Bapak (bersaméar'u waris| laki-laki), ibu (bersamdar'u waris|

mutlak dua saudara/i mutlak), kaksgjah}i>h (bersamdar’'u waris| laki-

laki), neneks}ah}ih}ah} (tidak bersama ibu), saudara perempuan sebapak
atau lebih (bersama dengan saudari kandung), saudara laki-laki atau

perempuan seibu (tidak bersama denfgain waris| laki-laki/perempuan
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atau as}lul waris| laki-laki), dan cucu perempuan pancar laki-laki atau
lebih (bersama dengan seorang anak perempuan)
b. ‘As}a>bah
‘As}a>bah dalam hal ini merupakan bagian yang belum tentu/jelas
besar jumlahnya karena dalam hal ini ahli waris menerima bagiannya
setelah pembagian warisan kepadsih}a>bul furu>d}. ‘As}a>bah
sendiri dibagi menjadi tiga, antara lain:

1. ‘As}a>bah bi an-nafsi adalah ahli waris yang berhak mendapat
seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli
waris yang lain.

2. ‘As}a>bah bi al-gair adalah seseorang yang sebenarnya bukan
‘as}}a>bah karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama
saudara laki-lakinya, maka ia menjadi ahli waris asabah.

3. ‘As}a>bah ma’a al-gairadalah asabah karena bersama dengan orang
lain. Di sini jelas terlihat bahwa sebenarnya orang yang menjadi
‘as}a>bah ma’al gair sebenarnya bukan termasuk ahli waris
‘as}la>bah kebetulan karena dia bersama dengan orang yang bukan
asabah juga, maka dia dinyatakan sebagsj}a>bah akan tetapi
orang yang menyebabkan ia menjadi asabah tetap bukan asabah.

c. Zlawil arh}a>m

% Fatchur Rahmanlmu.....h. 561
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Z|awil arh}>am menurut jumhur ulama’ ialah setiap kerabat yang
bukan termasuk golongan daass}ha>bul furud} dan as}a>bah, ini
berarti seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan si
mayit juga mempunyai peluang untuk mendapat bagian dari harta warisan
selama tidak ada yang menghalangiriysebagaimana dijelaskan dalam
Al-Quran surat Al-Anfal ayat (75):

W’ s g\;ﬂ‘ S r_<,ﬁ a,ijjb rﬁm Ldalsy |y >y A u-”’ | ol ;ﬁjug
e IS A oy s e S
Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, Kemudian
berhijrah serta berjihad bersamamu, Maka orang-orang itu
termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai
hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-
Anfal: 75)*

E. Munasakhah

1. Pengertian

Muna>sakhahmenurut bahasa yaitu:

a.

b.

Zawa>| artinya berlalu (ahli waris yang telah lalu / pertama)
Tagyi>r artinya perubahan (bagian ahli waris yang pertama di
rubah/digantikan ahli waris penggantinya)

Intiga>| artinya perpindahan (harta pewaris menjadi harta ahli waris)

0 Suparman Usman dan Yusuf SomawinBtgih Mawaris h. 79.
“1 Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyzh. 274
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Sedangkan menurut paaali fara>id} muna>sakhalsecara istilah

ialah pemindahan harta warisan orang yang meninggal dunia kepada para

ahli warisnya yang masih hidup, kemudian ahli waris kedua atau ketiga

meninggal dunia sebelum pembagian harta waffsan.
Suatu peristiwa dapat disebotuna>sakhahapabila memenuhi
unsur-unsur di bawah ifif:

a. Harta warisan si mayit belum dibagikan kepada para ahlli waris
menurut bagian masing-masing ahli waris.

b. Adanya kematian salah seorang ahli waris atau beberapa ahli waris.

c. Adanya pemindahan bagian harta warisan dari ahli waris yang
meninggal kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang
semula tidak menjadi ahli waris pewaris pertama.

d. Pemindahan bagian dari ahli waris yang pertama kepada ahli warisnya
(ahli waris pengganti) harus dengan adanya mempusakai.

2. Macam-macam
Menurutfara>d}iyu>n, muna>sakhahdibagi menjadi tiga macaffi:
a. Ahli waris yang kedua juga termasuk juga ahli waris yang pertama.

Contoh: pewaris meninggalkan 4 orang anak, sebelum harta warisan

dibagi salah seorang dari ahli waris meninggal, maka semua harta warisan

2 Ah{mad ‘Abdul Jawa>dUs}u>| ‘limu al-Mawa>ris\ Qismah al-Tirkah bi al-h{isa>biyyah
wa bi  al-Qirat{s h.. 30

*3 Fatchur Rahman|mu..., h. 460

“4 Dian Khairul UmamFigih Mawaris, h. 229
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pewaris dibagi kepada tiga orang anaknya yang masih hidup, seakan-akan
ahli waris yang meninggal tidak pernah ada.

. Para ahli waris yang pertama juga merupakan ahli waris yang pertama,
akan tetapi letak perbedaannya pada status para ahli waris tersebut
pewaris. Contoh: Pewaris mempunyai dua istri. Dari hasil pernikahannya
yang pertama dikaruniai seorang putra, dan dari istri kedua mempunyai
tiga putri. Ini berarti pewaris meninggalkan dua istri, seorang putra dan
tiga orang putri, dan sebelum harta warisan dari pewaris dibagi salah satu
putrinya meningal. Maka ahli waris dari anak perempuan yang meninggal
ini juga merupakan ahli waris dari pewaris yang pertama, hanya saja status
mereka yang berbeda, jika pada pewarisan yang pertama status mereka
sebagai istri dan anak, namun pada pewarisan yang kedua status mereka
sebagai ibu dan saudara.

. Para ahli waris yang kedua bukan merupakan ahli waris yang pertama.
Akan tetapi mereka berhak mendapat bagian warisan sebab adanya
kematian salah seorang ahli waris yang pertama. Contoh: pewaris
meninggal dan meninggalkan seorang istri, dua orang anak laki-laki dan
dua anak perempuan. Sebelum harta warisan dibagi salah satu anak laki-
lakinya meninggal, dia sudah mempunyai seorang anak laki-laki(cucu
laki-laki pewaris), maka disini seorang cucu laki-laki tersebut berhak
mendapat bagian dari harta warisan pewgdékek) sebagai ahli waris

pengganti dari ayahnya yang sudah wafat.



BAB Il
TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK NO. 0829/ Pdt. G/
2007/PA. Dmk

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Demak
1. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama

Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Demak yang secara
khusus dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah
Republik Indonesia hingga saat ini belum diketemukan. Sehingga Tim
penyusun data vyuridiksi Pengadilan Agama Demak hanya menarik
kesimpulan secara umum, bahwa pembentukan Pengadilan Agama Demak
adalah didasarkan pada staatblad 1882 Nomor 152 yang isinya tentang

pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

Secara yurudis formal, peradilan agama sebagai suatu Badan
Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di
Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan
suatu keputusan Raja Beland&oiininklijk Besluit) yakni Raja Willem 1l
tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatblad 1882
No.152. badan peradilan ini bernarRaisterraden yang kemudian lazim
disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan terakhir dengan Pengadilan

Agama.

42
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2. Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan informasi dari beberapa mantan pegawai maupun Hakim
honorer Pengadilan Agama Demak yang diwawancarai oleh Tim Penyusun
Dta Yuridiksi Pengadilan Agama Demak tahun 2009 ini, serta berdasarkan
data-data tertulis dari kesekretariatan Pengadilan Agama Demak, telah
diperoleh informasi, bahwa Pengadilan Agama Demak berdiri sejak zaman
kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatblad 1882 No0.152 dan
Staatblad tahun 1937 Nomor 116 dan 61, dengan rRmsterrad/Rad
Agama, kemudian berdasarkalavansche Courant nomor 25 tahun 1948
diganti dengan nampenghulu Serechten, yang diketuai Agung Penghulu

Prawiro Soedirdjo.

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di JI. Pemuda (pusat
kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat
itu (sekarang PN Demak terletak di JI. Sultan Trenggono, bersebelahan

dengan lokasi tempat pembangunan gedung kantor PA demak yang baru).

Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah,
bertempat di ‘pawestren’ (tempat sholat wanita) yang berada disamping
kanan Masjid Agung Demak, yang kemudian membangun gedung sendiri di
lokasi Masjid Agung Demak . Adapun letaknya adalah di sebelah kanan

masjid, yang saat itu terdiri dari tigaruangan, yang mana ruang sebelah Kkiri



44

digunakan sebagai ruang sidang, ruang tengah digunakan sebagai ruang kerja
pegawai, dan ruang sebelah kanan digunakan untuk KUA. Di samping
bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA tersebut, pada lokasi yang
sama, tepatnya sebelah kanan depan masjid atau di depan sebelah kanan
bangunan kantor Pengadilan Agama dan KUA terdapat bangunan kantor
Departemen Agama Demak. Bekas bangunan Pengadilan Agama Demak
dilokasi Masjid Agung Demak yang tersisa sekarang adalah bangunan yang
saat ini digunakan sebagai kantor Majlis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten
Demak.

Pada sekitar tahun 1975 Pengadilan Agama Demak hingga sekarang
pindah di Jl. Sultan Fatah No. 12 Demak, yang dibangun di atas tanah milik
PJKA/PT. Kereta Api Indonesia seluas 2506. Mengan luas gedung 800
M2 Pembangunan pertama kalinya dilakukan sekitar tahun 1975 dengan
status tanah hak guna bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak
tanggal 9 Juni 1984, Nomor: 18/BKD/V1/1984 tentang Pemberian lzin

Mendirikan Bangunan.

Sebenarnya bila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah
pemerintahan kerajaan Islam Demak, patut diduga bahwa sebenarnya ada
kesinambungan sejarah peradilan pada masa pernerintahan Kesultanan
Demak yang diperintah oleh Raden Patah (1475- 1518) dengan sejarah

peradilan agama di Indonesia, sebab pada masa itu syariat Islam telah
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diberlakukan dalam sistem peradilan, baik untuk perkara perdata maupun
pidana. Pemberlakuan syariat Islam tersebut dapat dimaklumi mengingat
begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam,
termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan
tambahan Sayyidin Panatogomo Abdurrahman pada raja-raja di pulau Jawa
saat itu.

Bahkan kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia
telah melaksanakan syariat Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-
masing. Kerajaan Islam Pasai yang bcrdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke
13 M, merupakan kerajaan Islam pertama yang kemudian diikuti dengan
berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak sendiri,
Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia
berdiri pula kerajaan Islam, seperti: Tidore dan Makasar. Pada pertengahan
abad ke 16, suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa
Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di

pesisir utara, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam.

. Letak geografis Pengadilan Agama Demak
a. Secara astronomis Pengadilan Agama Demak terletak diantara: 6°43°24° -

7°09°43° Lintang Selatan dan 110°27°58°- 110°48°47° Bujur Timur.
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b. Secara geografis Pengadilan Agama Demak yang berkedudukan di

wilayah Kabupaten Demak berbatasan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kota Semarang.

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.

- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan  Kabupaten
Grobogan.

Kabupaten Demak sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah
terletak sekitar 25 KM di sebelah timur Kota Semarang. Demak di lalui jalan
negara (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-
Banyuwangi.

Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas + 1.149,77°.KM
yang terdiri dari daratan seluas * 897,43 KMan lautan seluas * 252,34
KM?2. Sedangkan kondisi tekstur tanahnya, wilayah Kabupaten Demak terdiri
atas tekstur tanah halus (liat) dan tekstur tanah sedang (lempung). Dilihat dan
sudut kemiringan tanah, rata-rata datar, dengan ketinggian permukaan tanah
dan permukaan air laut (sudut elevasi) wilayah Kabupaten Demak terletak

mulai dari 0 M sampai dengan 100 M.

Kabupaten Demak mempunyai pantai sepanjang 34,1 Km, terbentang
di 14 desa yaitu desa Sriwulan, Bedono, Timbulsloko dan

Surodadi(Kecamatan Sayung), kemudian Desa Tambakbulusan Kecamatan
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Karangtengah, Desa Morodemak, Purworejo dan Desa Betahwalang
(Kecamatan Bonang), selanjutnya Desa Wedung, Berahan kulon, Berahan
Wetan, Wedung dan Babalan (Kecamatan Wedung). Sepanjang pantai
Demak ditumbuhi vegetasi mangrove seluas sekitar 476 Ha.
Luas tanah dan bangunan kantor Pengadilan Agama Demak.
1) Luas tanah Pengadilan Agama Demak:
-Lama  :2.500 NI
- Baru 1 7.546 M
2) Luas Bangunan Pengadilan Agama Demak:
-Lama  :525 M2
-Baru  :1200 M
3) Jumlah penduduk 1.073.187 jiwa, terdiri atas:
> Laki-laki :531.606
» Perempuan :541.581
4) Jumlah pemeluk agama:
» Islam :1.044.859
» Kristen Katolik :2.703
» Kiristen Protestan : 5.388
» Hindu 1 227
» Budha 1 227

» Lain-lain/kepercayaan : -
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4. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak
Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Demak meliputi:
a) Kecamatan Demak Kota terdiri dari 18 Desa/kelurahan
b) Kecamatan Bonang terdiri dari 21 Desa/kelurahan
c) Kecamatan Guntur terdiri dari 20 Desa/kelurahan
d) Kecamatan Karang Tengah terdiri dari 17 Desa/kelurahan
e) Kecamatan Wonosalam terdiri dari 21 Desa/kelurahan
f) Kecamatan Dempet terdiri dari 17 Desa/kelurahan
g) Kecamatan Gajah terdiri dari 18 Desa/kelurahan
h) Kecamatan Karanganyar terdiri dari 17 Desa/kelurahan
1) Kecamatan Karangawen terdiri dari 12 Desa/kelurahan
j) Kecamatan Kebonagung terdiri dari 14 Desa/kelurahan
k) Kecamatan Mijen terdiri dari 15 Desa/kelurahan
l) Kecamatan Mranggen terdiri dari 19 Desa/kelurahan
m) Kecamatan Sayung terdiri dari 20 Desa/kelurahan
n) Kecamatan Wedung terdiri dari 19 Desa/kelurahan
5. Struktur organisasi Pengadilan Agama Demak
Adapun struktur organisasi pada Peradilan Agama demak adalah
sebagai berikut:
a. Ketua : Drs. H. Nasihin Mughni, MH

b. Wakil Ketua : Drs. H. Noor Kholil, MH



c. Hakim : -Sofwan, BA
-Drs. Abdul Ghafur
-Drs.Sofi'ngi, MH
-Drs. Lugman Suadi
-Dra. Hj. Malihadza, SH
-Drs. Radi Yusuf, MH
-Drs. Ali Irfan, SH

-Dra. Hj. Farida, MH

d. Panitera Sekretaris : Hj. Sri Yuwati RB, S.Ag
e. Wakil Panitera : Sulomo, S.Ag
f. Panmud Permohonan : - Badruddin, SH
- M. Taufik, S.HI
g. Panmud Gugatan : - Zainal Abidin, S.Ag
- Imdad, S.HI
h. Panmud Hukum : Muhtar Bukhari, SH
i. Panitera Pengganti : -Ahmad Khusasi, SH

-Abd. Rohman, SH
-Khanifah, BA
-Asrurotun, S.Ag
-Dra. Hj. Fathiyah

-Dra. Hj. Sri Ratnaningsih, SH
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-Hj. Laila Istiadah, S.Ag

j.  Wakil Sekretaris : Dra. Hj. Fathiyah

k. Kaur Kepegawaian : Siti Fatimah, SH

[. Kaur Keuangan . -Siti Hajar Zulaikha, SH
-Fitri Istiawan

m. Kaur Umum : -Nur Suryani Siwi, S.Ag

-Muh. Nurul Churi, SH

-Erma Damayanti

n. Jurusita/Jurusita : -Abd. Zidni, SH
Pengganti -Yuniatin
B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Demak

Nomor : 0829/ Pdt. G/ 2007/ PA. DmKk.

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 11 Oktober 2007 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Demak pada tanggal 22 Oktober 2007 dengan register perkara

Nomor:0829/Pdt.G/2007/PA. Dmk. yang diperbaiki dengan surat tertanggal 27

Oktober 2007, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, pernah

hidup seorang lelaki bernama Matakrim bin Kalam. disebut Matakrim



51

Kalam, menikah dengan seorang perempuan bernama Kasmirah binti Dul
Alim.
. Bahwa dalam perkawinan Matakrim Kalam dengan Kasmirah binti Dul
Alim dilahirkan 2 (dua) anak kandung. Yaitu:
a. Aminah binti Matakrim ( Penggugat 1) dan

b. Mustarom bin Matakrim ( Alm)
. Bahwa perkawinan Matakrim Kalam dengan Kasmirah berakhir dengan
perceraian (cerai hidup), kemudian Matakrim Kalam menikah dengan
seorang perempuan bernama Latipah binti Towisono.
. Bahwa dalam perkawinan antara Matakrim Kalam dengan Latipah binti
Towisono dilahirkan 5 ( lima) anak kandung, yaitu:
a. Busro bin Matakrim (Tergugat)
b. Munsorip bin Matakrim (Turut Tergugat | )
c. Sateni binti Matakrim ( Turut Tergugat 2)
d. Jamsinah binti Matakrim (Penggugat 3)
e. Raimah binti Matakrim (Turut Tergugat 3)
. Bahwa dalam tahun 1963 (27-12-1963) Matakrim Kalam meningal dunia
dan meninggalkan seorang isteri bernama Latipah binti Towisono dan 7
(tujuh ) anak kandung tersebut dalam posita 2 dan 4, yaitu:

a. 3 (tiga) anak lelaki : Mustarom, Busro dan Munsorip

b. 4 (empat ) anak perempuan: S. Aminah, Raimah, Sateni dan Jamsinah
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6. Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan tujuh anak kandung tersebut,

almarhum Matakrim Kalam juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang

tanah tegalan terletak di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten

Demak, yaitu:

a.

Satu bidang tanah tegalan seluas lebih/kurang 10710P#tsil 6 C No.

544 atas nama Busro (ergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah
langsiran) asal dari C No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan
batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air -Jalan utama Pamongan - Genuk

- Timur : tanah Kartomo

- Selatan: tanah Sarwani

- Barat : tanah Saniman

Satu bidang tanah tegalan seluas lebih/kurang 171 ®#&tsil 86 C No

544 atas nama Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah
langsiran) asal dan C No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah K. Shocheh
- Timur : tanah Satirah
- Selatan : tanah Ersad dan Sadilah

- Barat : tanah Tumijan
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Untuk selanjutnya tanah peninggalan almarhum Matakrim tersebut
mohon disebut tanah-tanah sengketa.

1. Bahwa sepeninggal almarhum Matakrim Kalam (Pewaris) tanah-tanah
sengketa tersebut dalam posita 6 dikerjakan oleh Latipah binti Towisono
(Janda Matakrim) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1980(06-09-1980)

2. Bahwa sepeninggal almarhumah Latipah janda Matakrim Kalam pada tahun
1980 pernah terjadi kesepakatan diantara anak-anak almarhum Matakrim
Kalam tentang pembagian tanah peninggalan Matakrim Kalam tersebut
sebagai berikut:

a. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf a menjadi hak
Penggugat 1, almarhum Mustarorn bin Matakrim, dan Tergugat, dibagi
sama rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/kurang sepertiganya.

b. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf b menjadi  hak
: Penggugat 3, Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3. dibagi sama-

rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/kurang seper-empatnya.

c. Bahwa tanah bagian hak Penggugat 1 (Aminah) seluas lebih/kurang 330
M? dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
- Timur : tanah Busro (Tergugat)

- Selatan : tanah Sarwani
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- Barat : tanah Mustarom bin Matakrim (alm)
Semula dikuasai oleh Penggugat | dan sekarang dikerjakan oleh Muhsinun
dengan seizin Penggugat 1.
3. Bahwa tanah bagian hak Mustarom bin Matakrim seluas lebih/kurang 340

M? dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara :Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
- Timur : tanah Aminah ( Penggugat 1)

- Selatan : tanah Sarwani

- Barat : tanah Saniman

4. Semula dikuasai oleh Mustarom bin Matakrim Kalam (alm) dan sekarang
dikerjakan oleh Muhsinun atas izin Penggugat 2 dan sepengetahuan Turut
Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 ( anak-anak Mustarom alm).

5. Bahwa tanah bagian hak Tergugat (Busro bin Matakrim) seluas

lebih/ kurang 340 ¥dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air/Jalan utama (genuk — Pamongan)
- Timur : Tanah Kartomo

- Selatan : Tanah Sarwani

- Barat : Tanah Aminah ( Penggugat 1)

Semula dikuasai oleh Tergugat dan sekarang dikerjakan oleh Sulikan bin

Sardi.
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6. Bahwa tanah bagian hak Turut Tergugat 1 (Munsorip) seluas lebih kurang

1000 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah K. Socheh

- Timur : Tanah Sutirah

- Selatan : Tanah Raimah (Turut Tergugat 3)
- Barat : Tanah Sateni (Turut Tergugat 2)

Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 1, dan sekarang dikerjakan oleh turut
Tergugat 1(Munsorip).
7. Bahwa tanah bagian hak Turut Tergugat 2 (Sateni) seluas lebih/kurang 1000

M? dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah K. Socheh

- Timur : Tanah Munsorip( Turut Tergugat 1)
- Selatan : Tanah Jamsinah (Penggugat 3)

- Barat : Tanah Tumijan

Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 2, dan sekarang dikerjakan oleh Turut
Tergugat 2.

8. Bahwa tanah bagian hak Penggugat 3 (Jamsinah) seluas lebih/kurang 1000
M? dengan batas-batas berikut:
- Utara : Tanah Sateni (Turut Tergugat 2)
- Timur : Tanah Raimah (Turut Tergugat 3)

- Selatan : Tanah Sadilah/Ersad
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- Barat : Tanah Tumijan
Semula dikuasai oleh Penggugat 3. dan sekarang dikerjakan oleh Mat Suep
(Menantu Penggugat 3)

9. Bahwa tanah bagian hak Turut Tergugat 3 (Raimah) seluas lebih/kurang 990

M? dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Munsorip (Turut Tergugat 1)
- Timur : Tanah Sutirah

- Selatan : Tanah Sadilah/Ersad

- Barat : Tanah Jamsinah (Penggugat 3)

Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 3, dan sekarang dikerjakan oleh Turut
Tergugat 3 (Raimah).

10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1994 Mustarom bin Matakrim meninggal
dunia, dan perkawinannya dengan Watinem binti Sukarjo dilahirkan 3
(tiga) anak kandung, yaitu: Penggugat 2 (Munjainah), Turut Tergugat 4
(Mundakir) dan Turut Tergugat 5 (Temon).

11. Bahwa ternyata (tiba-tiba) dalam tahun 2007 terbit Sertifikat Hak Milik/
SHM No.213, Desa Blerong atas nama Tergugat (Busro) untuk tanah
sengketa posita 6 huruf a, dan SHM No. 212 Desa Blerong atas nama
Tergugat (Busro) untuk tanah sengketa posita 6 huruf b tanpa izin Para

Penggugat.
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Bahwa perbuatan Tergugat mensertifikatkan tanah-tanah sengketa
peninggalan almarhum Bapak Matakrim Kalam menjadi atas nama
Tergugat jelas sangat merugikan Para Penggugat, baik secara materiil
maupun immateriil.

Bahwa Para Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin agar sengketa
dapat diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan. tetapi tidak
berhasil.

Bahwa berdasarkan hal -hal yang terurai diatas, maka dengan ini pula

kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak untuk menerima,

memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan sebagai berikut:

1.

2.

Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya

Menetapkan bahwa : Penggugat 1 (Aminah), Mustarom bin Matakrim

(alm), Penggugat 3 (Jamsinah), Tergugat Busro), Para Turut Tergugat 1 (

Munsorip ), 2 ( Sateni ), dan Turut Tergugat 3 ( Raimah ), adalah ahli

waris sah dari Matakrim Kalam (alm).

. Menetapkan bahwa : Penggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4
(Mundakir ) dan Turut Tergugat 5 (Temon) adalah ahli waris sah dan
Mustarom ( alm).

. Menetapkan bahwa 2 ( dua ) bidang tanah sengketa tersebut dalam posita

6 a dan b C No. 544 dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212

dan No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak,
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semuanya atas nama Busro (Tergugat) adalah peninggalan/warisan dan
Matakrim Kalam (alm).

. Menetapkan bahwa: Penggugat |, Mustarom bin Matakrim (alm),
Penggugat .3, Tergugat, Para Turut Tergugat 1, 2 dan 3 secara bersama-
sama berhak mewarisi tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM
No. 2 | 2 dan SHM No 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten

Demak.
. Menetapkan bahwa tanah sengketa C No. 544 seluas lebih/kurang 1010

M? dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 213 Desa Blerong,

Kecamatan Guntur. Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai

berikut:
- Sebelah Utara : saluran air/jalan utama Pamongan-Genuk
- Sebelah timur : tanah Kartomo
- Sebelah Selatan : tanah Sarwani
- Sebelah Barat : tanah Saniman

Adalah bagian hak Penggugat | (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm)
dan Tergugat (Busro) dan masing-masing mendapat bagian lebih/kurang
sepertiganya.

. Menetapkan bahwa tanah sengketa C No. 544 seluas lebih/kurang 3990

MZ2. Dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 Desa Blerong,
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Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai

berikut:
- Sebelah Utara : tanah K. Socheh
- Sebelah Timur : tanah Satirah
- Sebelah Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
- Setelah Barat : tanah Saniman

Adalah bagian hak Turut Tergugat 1 (Munsorip), Turut Tergugat 2
(Sateni), Penggugat 3 (Jamsinah), dan Turut Tergugat 3 (Raimah),
masing-masing mendapat bagian lebih/kurang seperempatnya.

. Menetapkan bahwa : Penggugat 2 (Munjaenah binti Mustarom), Turut
Tergugat 4 (Mundakir bin Mustarom) dan Turut Tergugat 5 ( Temon bin
Mustarom) adalah ahli waris sah dan Mustarom (alm) dan secara bersama-
sama berhak mewaris bagian hak Mustarom atas tanah sengketa tersebut
dalam SHM No. 213 Desa Blerong. kecamatan Guntur, Kabupaten

Demak.

. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 212 dan Sertifikat Hak Milik
No 13 Desa Blerong, Kecamatan Guntur. Kabupaten Demak, atas nama
Busro tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya tidak

mempunyai kekuatan sebagai bukti pemilikan.
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10. Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan
Turut Terugugat 5, serta siapapun yang memperoleh hak dan padanya

untuk taat dan patuh pada putusan ini.

C. Alasan Serta Dasar Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para Penggugat yang dmuat dalam
duduk perkaranya diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada pihak-
pihak dan letak obyek sengketa, maka semuanya berada dalam wilayah
Kabupaten Demak, karenanya Pengadilan Agama Demak berwenang untuk
memeriksa tersebut sesuai ketentuan pada Pasal 4 ayat (I) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat berkenaan
dengan perkara kewarisan, sesuai ketentuan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada

kedua belah pihak yang berperkara untuk berusaha damai, tetapi tidak berhasil.



61

Menimbang. bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah dua bidang
tanah yang terletak di Desa Blerong kecamatan Guntur, Kabupaten Demak,
yaitu:

1. Satu bidang tanah tegalan seluas +101%) Rersil 86 C No. 544 atas
(Tergugat ) yang terbit tahun 1977 ( setelah langsiran ) asal dari C No 250

atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai benikut:

- Utara : Saluran air - Jalan utama Pamongan - Genuk
- Timur : tanah Kartomo
- Selatan : tanah Sarwani
- Barat : tanah Saniman

2. Satu bidang tanah tegalan seluas + 3990 Rérsil 108 C No. 544 atas
nama Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 (setelah langsiran) asal dan

C No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah K. Shocheh

- Timur : tanah Satirah

- Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
- Barat : tanah Tumijan

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah
sehagai berikut:
1. Apakah benar Penggugat 1 (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm),

Penggugat 3 (Jamsinah), Tergugat (Busro). Para Tergugat | (Munsorip), Turut
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Tergugat 2 (Sateni) dan Turut Tergugat 3 (Raimah), adalah anak-anak
keturunan Matakrim Kalam sekaligus adalah ahli waris sah dan Matakrim
Kalam.

2. Apakah benar bahwa Pcnggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4 (Mundakir)
dan Turut Tergugat 5 ( Temon ) adalah ahli waris dan Mustarom.

3. Apakah benar 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut diatas adalah peninggalan
warisan dari Matakrim Kalam (alm) yang sudah dibagi-bagi dengan
kesepakatan bersama diantara ahli waris, kemudian tanah tersebut dipetak-
petak dengan batas-batas yang sudah ditentukan sebagaimana tercantum
dalam gugatan Para Penggugat, selanjutnya bagian-bagian tersebut dikuasai
dan dikerjakan oleh yang mendapat bagian atau yang ditunjuk oleh penerima

bagian tersebut sampai dengan sekarang.

4. Apakah benar pada tahun 2007 terbit Sertifikat Hak Milik No. 213 Desa
Blerong atas nama Busro untuk tanah sengketa posita 6 huruf a dan SHM No.
212 Desa Blerong atas nama Tergugat (Busro) untuk tanah posita 6 huruf b
tanpa izin Para Pengugat.

Menimbang, bahwa Para Tergugat yang hadir yaitu Turut Tergugat 1,

Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3, membenarkan dan mengakui semua

gugatan Para Penggugat tersebut, dan Tergugat serta Turut Tergugat 4 dan Turut

Tergugat 5 tidak membantah gugatan Para Penggugat, bahkan pada saat proses

jawab jinawab. Tergugat, Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5, tidak datang
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menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, juga tidak
mengirimkan bantahan secara tertulis.

Menimbang, bahwa meskipun Para Turut Tergugat yang hadir telah
membenarkan dan mengakui semua gugatan Para Penggugat, dan Tergugat serta
Turut Tergugat yang tidak hadir dan tidak membantah gugatan Para Penggugat,
akan tetapi untuk menguatkan gugatannya, Para Penggugat juga telah mengajukan
alat bukti tertulis berupa P.1, P2, P3. P4, P.5, P.6 dan P.7 serta mengajukan saksi-
saksi, dan saksi ahli dan BPN yang sernuanya memberikan keterangan di bawah

sumpah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan
setempat untuk melihat lebih/secara kongkret obyek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti tertulis tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya kecuali P.5, dan sudah diberi materai cukup, maka bukti tertulis
tersehut dapat diterima.

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut diberikan
dibawah sumpah dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, dan saling
bersesuaian serta menguatkan dalil gugatan Para Penggugat, berdasarkan Pasal
171 ayat (1) HIR, maka kesaksiannya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat 4 dan 5 telah diberi
kesempatan untuk mengajukan alat bukti, akan tetapi Tergugat dan Para Turut

Tergugat 4 dan 5 tidak pernah menggunakan kesempatan tersebut, dengan kata
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lain Tergugat dan Para Turut Tergugat 4 dan 5 tidak pernah mengajukan alat

bukti, yang berarti mengakui dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis telah
dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar di Desa Blerong pernah hidup seorang laki-laki bernama
Matakrim bin Kalam menikah dengan Kasmirah dan mempunyai 2 orang
anak, yaitu Aminah dan Mustarom.

2. Bahwa setelah Matakrim bercerai dengan Kasmirah, kemudian menikah lagi
dengan Latipah dan mempunyai 5 orang anak, yaitu Busro bin Matakrim,
Munsorip bin Matakrim, Sateni binti Matakrim, Jamsinah binti Matakrim dan
Raimah binti Matakrim.

3. Bahwa Matakrim Kalam meninggal dunia pada tahun 1963 dan meninggalkan
isteri Latipah serta 7 orang anak tersebut diatas.

4. Bahwa Matakrim Kalam juga meninggalkan harta peninggalan berupa
beberapa bidang tanah, dan yang masih ada sampai dengan sekarang adalah
dua bidang tanah yang terletak di Desa Blerong, Kecamatan Guntur,
Kabupaten Demak, yaitu:

a. Satu bidang tanah tegalan seluas + 10¥0Rérsil 86 C No.250 atas nama
Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 ( setelah langsiran) asal dari C

No0.250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:
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- Utara : Saluran air -Jalan utama Pamongan-Genuk
- Timur : tanah Kartomo
- Selatan : tanah Sarwani
- Barat : tanah Saniman

. Satu bidang tanah tegalan seluas + 100R@rsil 86 C No0.544 atas nama
Busro (Tergugat) yang terbit tahun 1977 ( setelah langsiran) asal dari C

No. 250 atas nama Matakrim Kalam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah K. Shocheh

- Timur : tanah Satirah

- Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
- Barat : tanah Tumijan

Bahwa sepeninggal almarhum Matakrim Kalam, tanah-tanah sengketa
tersebut dikerjakan oleh Latipah binti Towisono ( Janda Matakrim) sampai

ia meninggal dunia pada tahun 1980 (06-09-1980).

. Bahwa sepeninggal almarhumah Latipah janda Matakrim Kalam pada

tahun 1980 pernah terjadi kesepakatan diantara anak-anak almarhum
Matakrim Kalam tentang pembagian tanah peninggalan Matakrim Kalam

tersebut sebagai berikut:
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1) Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf a menjadi hak:
Penggugat 1, almarhum Mustarom bin Matakrim, dan Tergugat, dibagi

sama-rata sehingga masing-masing berhak lebib/kurang seper-tiganya .

2) Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posota 6 huruf b menjadi
hak: Penggugat 3, Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3, dibagi
sama-rata, maksudnya masing-masing berhak seper-empat.

. Bahwa tanah bagian hak Penggugat 1 (Aminah) seluas lebih/kurang®330 M

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
- Timur : tanah Busro (Tergugat)

- Selatan : tanah Sarwani

- Barat : tanah Mustarom bin Matakrim (alm)

Semula dikuasai oleh Penggugat | dan sekarang dikerjakan oleh Muhsinun
dengan seizin Penggugat 1.
. Bahwa tanah bagian hak Mustarom bin Matakrim seluas lebih/kurang 340 M

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk - Pamongan
- Timur : tanah Aminah ( Penggugat 1)
- Selatan : tanah Sarwani

- Barat : tanah Saniman
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Semula dikuasai oleh Mustarom bin Matakrim Kalam (alm) dan
sekarang dikerjakan oleh Muhsinun atas izin Penggugat 2 dan sepengetahuan
Turut Tergugat 4 dan Turut Tergugat 5 (anak-anak Mustarom alm).

Bahwa tanah bagian hak Tergugat (Busro bin Matakrim) seluas lebih/ kurang

340 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Saluran air/Jalan utama Genuk— Pamongan
- Timur : tanah Kartomo

- Selatan : tanah Sarwani

- Barat : tanah Aminah (Penggugat 1)

Semula dikuasai oleh Tergugat dan sekarang dikerjakan oleh Sulikan bin
Sardi.
. Bahwa tanah bagian hak Turut Tergugat 1 (Munsorip) seluas lebih kurang

1000 M dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah K. Socheh

- Timur : tanah Sutirah

- Selatan : tanah Raimah (Turut Tergugat 3)
- Barat : tanah Sateni (Turut Tergugat 2)

Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 1, dan sekarang dikerjakan oleh
turut Tergugat 1 (Munsorip).
. Bahwa tanah bagian hak Turut Tergugat 2 (Sateni) seluas lebih/kurang 1000

M? dengan batas-batas sebagai berikut:
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- Utara : tanah K. Socheh

- Timur : tanah Munsorip(Turut Tergugat 1)
- Selatan : tanah Jamsinah (Penggugat 3)

- Barat : tanah Tumijan

Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 2, dan sekarang dikerjakan oleh Turut
Tergugat 2.
10. Bahwa tanah bagian hak Penggugat 3 (Jamsinah) seluas lebih/kurang 1000

M? dengan batas-batas berikut:

- Utara : tanah Sateni (Turut Tergugat 2)
- Timur : tanah Raimah (Turut Tergugat 3)
- Selatan : tanah Sadilah/Ersad

- Barat: tanah Tumijan
Semula dikuasai oleh Penggugat 3. dan sekarang dikerjakan oleh Mat Suep
(Menantu Penggugat 3)
11. Bahwa tanah bagian hak Turut Tergugat 3 (Raimah) seluas lebih/kurang 990

M? dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah Munsorip (Turut Tergugat 1)
- Timur : tanah Sutirah
- Selatan : tanah Sadilah/Ersad

- Barat : tanah Jamsinah (Penggugat 3)
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Semula dikuasai oleh Turut Tergugat 3, dan sekarang dikerjakan oleh Turut
Tergugat 3 (Raimah).
12.Bahwa pada tanggal 8 Desember 1994 Mustarom bin Matakrim meninggal
dunia, dan perkawinannya dengan Watinem binti Sukarjo dilahirkan 3 (tiga)
anak kandung, yaitu: Penggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4 (Mundakir),
dan Turut Tergugat 5 (Temon).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, didukung dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi, terbukti
Matakrim Kalam meninggal dunia pada tahun 1963, dan saat itu almarhum
sebagai Pewaris meninggalkan istri bernama Latipah dan 7 orang anak sebagai
ahli waris yang sah, yaitu: Aminah (Pengguat 1), Mustarom, Jasminah (Penggugat
3), Busro (Tergugat), Munsorip(Turut Tergugat 1), Sateni (Turut Tergugat 2),
Raimah (Turut Tergugat). Serta meninggalkan dua bidang tanah yang menjadi

obyek sengketa tersebut sebagai peninggalan (warisan) (bukti P.5).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kambali dan Kaharto,
tanah peninggalan/warisan tersebut sepeninggal Pewaris dikuasai dan dikerjakan
oleh Latipah sampai Latipah meninggal dunia tahun 1980 (bukti P.2), meski pada
tahun 1977 saat terjadi pengukuran dan pencatatan ulang untuk kepentingan
pajak, tanah tersebut oleh lurah Saekun diatas namakan Busro bin Matakrim
sebagai anak laki-laki tertua. Sepeninggal Latipah, kemudian tanah

peninggalan/warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris secara kekeluargaan, dan
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masing-masing ahli waris menguasai serta mengerjakan bagian masing-masing
sampai dengan sekarang, terbukti saat pemeriksaan setempat tanah-tanah tersebut
menjadi beberapa petak dan dikerjakan sesuai dengan bagian masing-masing,
mereka juga telah membayar pajaknya masing-masing (bukti P.6, P.7, P.8 dan
P.9). Dan dikuatkan dengan surat pernyataan pembagian hak waris tertanggal 9
November 1997 yang ditemukan pada warkah/berkas BPN ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hadits Rasulullah saw yang berbunyi :
ﬁ&; U A ~Lall

Artinya: “Perdamaian itu adalah pokok dari peraturah hukum'

by Je 0 Ll
Artinya:” kaum muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya”.

Maka perjanjian (surat perjanjian pembagian hak waris tanggal 9
November 1997) tersebut sah dan mengikat.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti obyek sengketa adalah
peninggalan/warisan dari Pewaris (alm. Matakrim Kalam meninggal tahun 1963)
dan telah dibagi secara kesepakatan dan kekeluargaan menjadi 7 bagian oleh para
ahli warisnya, termasuk Tergugat (Busro) (bukti warkah/berkas yang ada pada
BPN), maka dengan demikian Tergugat (Busro) sudah tidak berhak lagi
mengajukan permohonan sertifikat tanah tersebut atas namanya tanpa seizin ahli

waris yang lain.
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, terbukti Mustarom meninggal
dunia pada tanggal 8 desember 1994, dan berdasarkan bukti P.4, Watinem
(istrinya) telah meninggal tanggal 8 Maret 1997, sehingga yang sebagai ahli waris
Mustarom adalah anak-anaknya, yaitu Munjaenah (Penggugat 2), Mundakir
(Turut Tergugat 4) dan Temon (Turut Tergugat 5), dan secara bersama-sama

berhak mendapatkan bagian warisan dari Pewaris (alm. Mustarom bin Matakrim).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, para penggugat telah dapat membuktikan kebenaran hal-hal yang
dikemukakan dalam gugatannya, oleh karena itu gugatan tersebut dapat
dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara
dibebankan kepada para penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat secara
tanggung renteng.

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan berhubungan dengan

perkara ini.

D. Amar Putusan

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
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. Menetapkan bahwa Penggugat | (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm),
Penggugat 3 (Jamsinah), Tergugat (Busro), Para Turut Tergugat 1
(Munsorip), 2 (Sateni), dan Turut Tergugat 3 (Raimah), adalah ahli waris sah
dari Matakrim Kalam (alm).

. Menetapkan bahwa : Penggugat 2 (Munjaenah), Turut Tergugat 4
(Mundakir) dan Turut Tergugat 5 (Temon) adalah ahli waris sah dari
Mustarom (alm).

. Menetapkan bahwa 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut dalam posita 6 a
dan b C No. 544 dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 dan
No0.213 Desa Blerong Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, semuanya
atas nama Busro (Tergugat) adalah peninggalan/warisan dan Matakrim

Kalam (alm).

. Menetapkan bahwa : Penggugat I. Mustarom bin Matakrim (alm) Penggugat
3, Tergugat, Para Turut Tergugat 1, 2 dan 3 secara bersama-sama berhak
mewaris tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 dan

SHM No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

. Menetapkan bahwa : tanah sengketa C No. 544 seluas lebih/kurang 4010 M
dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 213 Desa Blerong,
Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air/jalan utama Pamongan - Genuk
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- Sebelah Timur : tanah Kartomo
- Sebelah Selatan : tanah Sarwani
- Sebelah Barat : tanah Saniman

Adalah bagian hak Penggugat | (Aminah), Mustarom bin Matakrim (alm)

dan Tergugat (Busro) dan masing-masing mendapat bagian lebih/kurang
sepertiganya.

Menetapkan bahwa: tanah sengketa C No.544 seluas lebih/kurang 3990 M
Dan/atau sebagaimana tersebut dalam SHM No. 212 Desa Blerong,

Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah K. Socheh

- Sebelah Timur : tanah Satirah

- Sebelah Selatan : tanah Ersad dan Sadilah
- Sebelah Barat : tanah Tumijan

Adalah bagian hak Turut Tergugat 1 (Munsorip), Turut Tergugat 2
(Sateni), Penggugat 3 (Jamsinah), dan Turut Tergugat 3 (Raimah), masing-
masing mendapat bagian lebih/kurang seperempatnya.

. Menetapkan bahwa Pengugat 2 (Munjaenah binti Mustarom), Turut Tergugat
4 (Mundakir bin Mustarom) dan Turut Tergugat 5 (Temon bin Mustarom)
adalah ahli waris sah dari Mustarom (alm) dan secara bersama-sama berhak
mewarisi bagian hak Mustarom atas tanah sengketa tersebut dalam SHM No.

213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.
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9. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 212 dan Sertifikat Hak milik
No. 213 Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, atas nama
Busro tidak mempunyai kekuatan hukum, dan oleh karenanya tidak
mempunyai kekuatan sebagai bukti pemilikan.

10.Memerintahkan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan
Turut Tergugat 5, serta siapapun yag memperoleh hak dari padanya untuk
taat dan patuh pada putusan ini.

11.Membebankan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat
untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang hingga
sekarang dihitung sebesar Rpl. 996.000- (satu juta sembilan ratus sembilan

puluh enam ribu rupiah).

E. Tanggal putusan dan pengucapan putusan
Putusan perkara Nomor: 0829/ Pdt.G/ 2007/PA. Dmk. dijatuhkan di Demak
pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil

Tsani 1429 H.



BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK NO: 0829/ Pdt. G/ 2007/ PA.
Dmk

A. Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No: 0829/ Pdt. G/ 2007/ PA. Dmk

Badan peradilan adalah Pelaksana Kekuasaan Ke Hakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasakan
pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang
diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya, pengadilan diberi tugas dan
kewenangan lain oleh/atau berdasarkan Undang-undang, antara lain memberikan
keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga
Kenegaraan baik di pusat maupun di daerah, apabila diminta.

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan
wewenangnya, baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding. Dalam
melaksanakan tugas tersebut kemungkinan dapat terjadi adanya titik singgung
dalam kewenangan mengadili antar badan peradilan, sehingga menimbulkan
sengketa kewenangan relatif atau kewenangan absolut, yang penyelesaiannya

dilakukan oleh Badan Peradilan tingkat banding (dalam hal kewenangan absolut).
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Dalam upaya memenuhi pelaksanaan ketentuan pasal 10 Undang-undang
No.14 tahun 1970 menetapkan empat jenis lingkungan perdilan dan masing-
masing mempunyai kewenangan mengadili di bidang tertentu dalam kedudukan
sebagai peradilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan untuk lingkup
Pengadilan Agama sendiri telah diatur dalam Undang-undang No.7 1989,
kemudian diamandemen oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 pada pasal 48,
yang berbunyi:

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,

Infaq, Sodagah dan Ekonomi Syatigh

Dengan berlakunya Undang-undang No.7 tahun 1989, kedudukan
Pengadilan Agama dengan badan peradilan lain yang sudah sederajat dan
merupakan salah satu badan kekuasaan kehakiman, mengingat Pengadilan Agama
sudah bisa mengekskusi putusan perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Walaupun Undang-Undang No.7 tahun 1989 telah diamandemen oleh
Undang-Undang No.3 tahun 2006, akan tetapi pada dasarnya tidak ada yang
berubah pada keadaan Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-undang

tersebut, karena hanya melengkapi dan menyempurnakan isi pasal yang kurang

saja.

1 M. Yahya Harahagkedudukan kewenangan.., h. 100
2 Amandemen UU Pengadilan Agama No.3 tahun 2006, h.26
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Salah satu kejadian yang sulit dipungkiri oleh setiap manusia adalah
mereka mempunyai atau menjadi pendukung hak dan kewajiban. Sebelum mereka
menuntut haknya, ada hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, yaitu melaksanakan
kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya baik yang berkaitan pada diri

sendiri, keluarga ataupun masyarakat.

Ketika manusia meninggal dunia, maka timbul beberapa masalah yang
menyangkut hak-hak dan kewajiban orang tersebut baik dari segi materi atau non
materi. Namun yang sering terjadi pada masyarakat ialah hubungan orang yang
meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya serta kewajiban yang harus
dipenuhi oleh ahli waris terhadap pewaris terutama menyangkut harta peninggalan

pewaris.

Apabila ditinjau dari ketentuan pasal 49 ayat (3) yang berbunyi:
“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat | huruf b ialah
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,
penentuan bagian ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta tetSebut
Mengenai pilihan hukum untuk menggunakan salah satu sistem hukum
kewarisan itu hanya berlaku untuk usaha penyelesaian sengketa luar sidang
pengadilan. Sedangkan apabila mereka berkehendak untuk mengajukan perkara

mereka ke pengadilan, maka mereka harus mengajukan ke pengadilan yang

mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara waris orang Islam, vyaitu

® Roihan A.Rosyid, Hukumcara Pengadilan Agamé. 33-34
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Pengadilan Agam#Dan jika pasal ini di uraikan lebih lanjut, pokok-pokok hukum
kewarisan Islam yang akan diperlakukan dan diterapkan kepada golongan rakyat
yang beragama Islam didepan lingkungan Pengadilan Agama, yaitu terdiri dari:
1. Siapa-siapa yang menjadi ahli waris
a. Penentuan kelompok ahli waris
b. Penetuan siapa yang berhak mewarisi
c. Penetuan siapa yang menjadi penghalang ahli waris
d. Menentukan hak dan kewajiban ahli waris
Suatu hal yang perlu diingat sehubungan dengan penentuan siapa ahli
waris yang diatur dalam pasal 185 KHI. Berdasarkan pasal ini, diakui
kedudukan ahli waris “pengganti”’, yakni dalam hal ahli waris lebih dahulu
meninggal dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan anaknya
dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan orang yang digantikannya waris. Hal ini senada dengan
pasal 841 HIR/RBG (pergantian tempat): "Pergantian memberi hak kepada
seorang yang mengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang

diganti”, dalam bahasa Belanda disebut dengirplaatsvervulling.®

“Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi
Hukum Kewarisan Islanh. 83

® M. Yahya Harahagkedudukan kewenangan.., h. 149

® Effendi PeranginHukum Warish. 15
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2. Penentuan mengenai harta peninggalan
Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk
pada masalah penentuan harta peninggalan meliputi dua segi, yaitu:
a. Penentuan harta tirkah yang dapat diwarisi
b. Penentuan besarnya harta warisan
3. Penentuan bagian ahli waris
Yang ditentukan dalam masalah ini meliputi porsi setiap ahli waris,
berapa jumlah bagian yang akan diterima nanti dan siapa saja ahli waris yang
berhak menerima saat itu.
4. Melaksanakan pembagian harta tersebut
Dari segi hukum materil, hukum waris Islam tidak memperkenankan
harta warisan tertumpuk dan wajib dibagi kepada ahli waris yang berhak
sesegera mungkin setelah waris terbuka. Sedangkan dari segi formal dapat
ditinjau dari dua ketentuan:
a. Pembagian berdasarkan putusan pengadilan
Pembagian harta warisan kepada ahli waris berdasarkan putusan
pengadilan, termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam
menjalankan tugas “eksekusi” dengan syarat :
1) Putusan yang bersangkutan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
2) Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap tersebut mengandung amar

atau diktum yang bersif@omdemnatoir.
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b. Pembagian berdasarkan permohonan pertolongan
Pembagian warisan dapat dilakukan pengadilan diluar eksekusi
berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yakni
melalui pasal 236 huruf a HIR berupa pembagian atas dasar permohonan
pertolongan pembagian harta warisan diluar sendketa.

Adapun permasalahan yang dibahas kali ini berkenaan dengan perkara
yang ada di Pengadilan Agama Demak No0.0829/Pdt.G/2007/PA.Dmk.
Tentang orang yang meninggal dunia akan tetapi masih ditetapkan sebagai
ahli waris, yang seharusnya kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut
digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris pengganti.

Adapun dasar yang dipakai oleh majlis Hakim yaitu berdasarkan surat
kesepakatan antara ahli waris yang telah ditandatangani di depan Kepala
Kelurahan, para saksi dan aksi ahli yang turut memberikan keterangan yang
dianggap bisa membantu menyelesaikan masalah ini dengan benar dan sesuai
dengan kenyataanya.

Namun ada permasalahan yang muncul lainnya yaitu mengenai besarnya
bagian warisan (porsi) ahli waris pengganti antara laki-laki dan perempuan
disamakan dan ada beberapa pihak yang seharusnya bukan termasuk pihak

yang digugat akan tetapi disini mereka malah disebut sebagai pihak Turut

" M. Yahya Harahagkedudukan kewenangan.., h. 151



81

Tergugat yang mana menurut hukum acara perdata dinanmekanin
personagugatan yang salah alamat).

Pada surat gugatan dijelaskan bahwa di desa Blerong, kecamatan
Guntur, Kabupaten Demak pernah hidup seorang laki-laki bernama Matakrim
bin Kalam (pewaris) menikah dengan seorang perempuan yang bernama
Kasmirah binti Dul Alim dan mereka dikaruniai dua anak kandung, yaitu:
Aminah binti Matakrim (Penggugat 1) dan Mustarom bin Matakrim (alm),
akan tetapi kehidupan rumah tangganya berakhir dengan perceraian.
Kemudian Matakrim Kalam menikah lagi dengan seorang perempuan yang
bernama latipah binti Towisono, mereka dikaruniai lima anak kandung, yaitu:
Busro bin Matakrim (Tergugat), Munsorip bin Matakrim (Turut Tergugat I),
Sateni binti Matakrim (Turut Tergugat 2), Jamsinah binti Matakrim

(Penggugat 3), Raimah binti Matakrim (Turut Tergugat 3).

Bahwa dalam tahun 1963 (27-12-1963) Matakrim Kalam meningal
dunia dan meninggalkan seorang isteri bernama Latipah binti Towisono dan 7
(tujuh) anak kandung tersebut dalam posita 2 dan 4. Selain itu almarhum
Matakrim Kalam juga meninggalkan harta berupa 2 (dua) bidang tanah
tegalan terletak di Desa Blerong, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.
Sepeninggal almarhum Matakrim Kalam (Pewaris) tanah-tanah sengketa
tersebut dalam posita 6 dikerjakan oleh Latipah binti Towisono (Janda

Matakrim) sampai ia meninggal dunia pada tahun 1980 (06-09-1980).
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Pernah terjadi kesepakatan diantara anak-anak almarhum Matakrim
Kalam tentang pembagian tanah peninggalan Matakrim Kalam tersebut
sebagai berikut:

a. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf a menjadi hak
Penggugat 1, almarhum Mustarorn bin Matakrim, dan Tergugat, dibagi
sama rata, maksudnya masing-masing berhak lebih/kurang sepertiganya.

b. Bahwa tanah peninggalan tersebut dalam posita 6 huruf b menjadi hak :
Penggugat 3, Turut Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 3. dibagi sama-rata,
maksudnya masing-masing berhak lebih/ kurang seper-empatnya.

Ada tanggal 8 Desember 1994 Mustarom bin Matakrim meninggal
dunia, dan perkawinannya dengan Watinem binti Sukarjo dilahirkan 3 (tiga)
anak kandung, yaitu: Penggugat 2 (Munjainah), Turut Tergugat 4 (Mundakir)
dan Turut Tergugat 5 (Temon). Akan tetapi pada tahun 2007 terbit Sertifikat
Hak Milik/ SHM No. 213, Desa Blerong atas nama Tergugat (Busro) untuk
tanah sengketa posita 6 huruf a, dan SHM No. 212 Desa Blerong atas nama
Tergugat (Busro) untuk tanah sengketa posita 6 huruf b tanpa izin Para

Penggugat.
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B. Analiss Hukum Isam terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak
No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA. Dmk

Sebelum datang agama Islam, ada tiga prinsip pokok dalam hukum waris,
diantaranya ialah:

1. Anggota keluarga yang berhak mewaris adalah kaum kerabat laki-laki dan
pihak bapak yang terdekat atau disébsabah

2. Pihak perempuan dan anggota keluarga dari garis keturunan ibu tidak
mempunyai hak waris.

3. Anak, cucu, canggah pada dasarnya lebih berhak dari pada leluhur pewaris

(ayah, kakek, buyut).

Namun setelah datang Islam, terjadi perubahan dan perbaikan terhadap ketiga
prinsip diatas sehingga pokok-pokok hukum waris Islam dalam al-Quraan
sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat An-Nisa’ ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan
176.

Penetapan bagian ahli waris sebelum adanya perdamaian antara ahli waris
harus dilaksanakan menurut hukum Islam bukan dengan sistem hukum lain.
Karena sebagai seoarang yang patuh dan taat pada agama, salah satunya yaitu
dengan cara menyelesaikan masalah dengan hukum Islam adalah pilihan pertama
dan utama, sedangkan alternatif lain ditempuh jika terdapat kemustahilan/

kesulitan dalam penerapan pilihan yang pertama.
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Majlis Hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara
No: 0829/ Pdt.G/ 2007/ PA. Dmk tidak membagi harta warisan secara Islam
dahulu, melainkan membagi harta warisan berdasarkan surat kesepakatan antara
ahli waris yang telah ditandatangani di depan Kepala Kelurahan, walaupun
diantara mereka ada salah satu yang meninggal dan seharusnya kedudukan ahli
waris yang meninggal dunia tersebut digantikan oleh anaknya sebagai ahli waris

pengganti, dasar yang digunakan oleh majlis Hakim yaitu hadis Rasulullah saw.:
f&; O 3 e
Artinya: "Perdamaian itu adalah pokok dari peraturah hukum
i
Artinya: "kaum muslim terikat pada perjanjian yang dibuathya
Menurut Jumhur ulama' figih mengakui bahwa walaupun hukum adat

merupakan wujud ekspresi budaya masyarakat, namun eksistensinya dalam hukum

diakui sebagai salah satu dasar penetapan hukum hal ini di dasarkan hadis Nabi:

(Aol pta i deiis o 1l G IR G L DAL ) L

Artinya: “apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka
baik pula disisi Allah,(HR. Ahmad)®

8lma>m Ah{mad bin H{anbalMusnad Ah{mad bin H{anbal juz . 379
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Berdasarkan hadis diatas, para ulama’ merefleksikannya dalam kaidah figih

RS AR yakni “adat itu dapat dijadikan dasar hukum”selain itu al-

Quran sendiri tidak bersifat apriori dengan adat ini, bahkan jika ternyata

membawa kemaslahatan adat yang berlaku sebelum Islam datangpun diserap
dalam aturan Nash. Salah satu contoh resepsi yang dilakukan al-Qur’an tehadap
adat yang berlaku sebelum Islam menjadi ketetapan hukum yang diberlakukan

dalam Islam adalah masaldiya>t gis}a>s} danz}iha>r. *°

Sebetulnya di dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah ahli waris
pengganti, melainkan menggunakan istilefawa>li, yaitu ahli waris yang
menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang sebelumnya akan
diperoleh orang yang digantikannya. Yang paling terpenting disini adalah orang
yang digantikannya merupakan penghubung antara yang menggantikan (ahli waris
pengganti) dan dengan pewaris atau dalam istilah lain yang menjadi mawali adalah
keturunan dari anak pewaris, saudara atau keturunan orang yang mengadakan
semacam perjanjian mawaris (bisa dengan bentuk wasiat/ testamen) dengan si
pewaris*t

Dalam KHI pasal 185 tentang ahli waris pengganti merupakan suatu
terobosan dalam pelaksanaannya, namun untuk penerapannya masih ada

perbedaan diantara para Hakim. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena

°Ima>m Jala>luddin ‘Abdurrahman bin Abi Bakar as-SuyusaiyAsybah an-Naz{a>irh. 73
10 Amir Syrifuddin, Ushul Figh Judl, h. 369
Hsayuti Talib, HukunKewarisan....h. 80
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terdapat penafsiran-penafsiran akan batas pasal untuk dapat diterapkan oleh para
Hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan kasus-kasus kewarisan yang di
dalamnya terkait dengan ahli waris pengganti.

Jika kita lihat lebih jeli lagi mengenai isi dari KHI itu sendiri, sebenarnya
banyak hal-hal yang masih belum diatur di dalamnya( kurang lengkap), seperti
kasus ahli waris pengganti yang ada dalam bahasan kami di bab sebelumnya, yang
mana ahli waris pengganti disini bukan seperti yang dimaksud dalam KHI pasal
185 (1), yaitu ahli waris pengganti adalah orang yang menggantikan ahli waris
yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, namun ahli waris
pengganti dalam kasus ini ialah pewaris (ayah) lebih dahulu meninggal dunia akan
tetapi harta warisan belum di bagi secara legal (sah menurut hukum positif),
kemudian salah satu dari ahli waris tersebut meninggal dunia (anak), oleh sebab itu
seharusnya kedudukan ahli waris (anak) bisa di gantikan oleh ahli waris
penggantinya (cucu), yang mana kasus seperti ini termasuk dalam masalah

muna>sakhabh.

Mengenai bagian warisan dari orang yang statusnya sebagai ahli waris
pengganti antara laki-laki dan perempuan sama, padahal Islam di sudah ditetapkan
2:1 antara bagian laki-laki dan perempuan, sebagaimana terkandung dalam surat
An-Nisa’ ayat 176:

g

ol B ke S L U 53] 158 0.

Artinya:"Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang
saudara perempudr{QS. An-Nisa’: 176)



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pemahaman yang dapat disimpulkan dari perumusan masalah serta
keseluruhan pembahasan, pada bab pertama hingga pada bab terakhir,
setidaknya dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran yang dapat simpulkan
sebagai berikut yang juga merupakan jawaban atas rumusan masalah :

1. Majlis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara No:
0829/ Pdt.G/ 2007/ PA. Dmk adalah berdasarkan surat kesepakatan antara
ahli waris yang telah ditandatangani di depan Kepala Kelurahan, dan
menetapkan bahwa walaupun salah satu dari ahli waris sudah meninggal
dunia akan tetapi dia masih ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris, dan
anak dari ahli waris berhak untuk mendapat bagian ayahnya, akan tetapi
tidak disebutkan dalam putusan bahwa ia sebagai ahli waris pengganti.

2. Putusan Pengadilan Agama ini jika ditinjau dari hukum Islam maka
seharusnya masuk dalam penyelesaian masalah munasakhah yaitu
pemindahan harta warisan orang yang meninggal dunia kepada para ahli
warisnya yang masih hidup, kemudian ahli waris kedua atau ketiga

meninggal dunia sebelum pembagian harta warisan.

B. Saran-saran

87
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1. Untuk dapat menerapkan hukum dengan baik dan benar, maka seseorang
harus berhati-hati dalam menentukan hukum yang sesuai dengan hukum
Islam atau hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut.

2. keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diterapkan, namun seseorang
harus berusaha dengan semaksimal mungkin dalam menegakkan hukum
karena segala sesuatu yang diputuskan akan dimintai pertanggung jawaban
di hadapan Allah SWT.

3. dalam menyelesaikan setiap perkara khususnya dalam hal kewarisan tidak
boleh melenceng dari ketentuan al-Quran dan Hadis, meskipun dalam
perkembangan zaman, Islam dituntut dapat memberikan solusi dalam

kehidupan.
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